REPUBLIK INDONESIA

No.869, 2018

BAWASLU. Pencegahan Pelanggaran Pemilu.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
dilakukan sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota secara demokratis, langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa ketentuan mengenai pencegahan dalam Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu
diganti;

bahwa pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf b
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum;
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Mengingat

Menetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan

Umum;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di  wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota,
perseorangan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan
Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden
dan Wakil Presiden.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
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10.

11.

Bawaslu  Kabupaten/Kota adalah badan  untuk
mengawasi  Penyelenggaraan  Pemilu di  wilayah
kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia
yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi  Penyelenggaraan  Pemilu di wilayah
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain
yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa
adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan
Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk
oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu
di luar negeri.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu
Kelurahan/Desa.

Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu  Kabupaten/Kota, Panwaslu  Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu

LN.

Pasal 2

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

bertugas melakukan pencegahan terhadap:

a.

b.

(1)

pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

sengketa proses Pemilu.

Pasal 3
Pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa
proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi
tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota.
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(2) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan,

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas

TPS.
BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 4
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu

Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan

sengketa proses dengan cara:

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan
Pemilu;

b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,
memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu;

c. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau
pemerintah daerah; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Pemilu.

Pasal 5
Dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten /Kota dilakukan melalui:

a. riset atau penelitian;

b. sosialisasi;

c. studi banding;

d. kerja sama;

e. penyuluhan; dan/atau
f.  kegiatan lain.

Pasal 6
Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S dilakukan kepada:

a. penyelenggara Pemilu;

www.peraturan.go.id



